
GUBERNUR I.AMPUNG

PERATT'RAN GUBERNUR LAMPUITG
ItouoR 2a TA]ITIN 2022

TENTANG

PERUBAIIAN XgfIGA ATAS PERATT'RAN GUBERI|UR LAMPUITIG NOMOR 48
TAIIUil 2019 TENTANG SISTEM REMTII{ERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAII Dr.H. ABDUL MOLEOEK PROVINSI LIIIUPLTNG

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GI'BERNT'R LAMPT'NG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur
l,ampung Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur lampung Nomor 48 Tahun 2019
Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi l,ampung perlu
dirubah karena adanya penyederhanaan birokrasi di
lingkungan instansi pemerintahan, ingin meningkatan
pelayanan, memelihara sumber daya manusia yang
produktif dalam peningkatan jumlah kunjungan pasien dan
BOR (Bed OcanpancE Rate) yang maximal sebagai rumah
sakit rujukan tertinggi di Provinsi L,ampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung
tentang Sistem Remunerasi pada Rumah sakit Umum
Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(kmbaran NegaraTahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4 Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4365);

tentang
Republik

Lembaran
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O49);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan lrmbaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan [.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 /PMK.O2|2OO6
tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada layanan
Umum;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1O Yahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor lT6lpMK.OSl2OlZ
tentang Pedoman Remunerasi Badan l-ayanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun- 2017 Nomor
17Otl;
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
la.yanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teloris Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran
Daerah Provinsi l,ampung Nomor 343) seabagaimana telah
diubah dengan peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor
17 Tahun 2017, Tarrbahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 443);

18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi
Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP,
VVIP A, dan VVIP B) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
H. Abdul Moeloek Provinsi lampung (kmbaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAI| GT'BERI{I'R TEI|TAITG PERI'BAHAN XETIGA
ATAS PERATT'RAX GIIBERITT'R LA.MPIIITG I{OMOR 48 TAHUN
2019 TEIITAI{G SISTEU REUI'IIENASI PADA RI'UAH SAXIT
IrUUM DATRAII Dr.II. ABDITL MOLEOEI( PRoVINSI
LAJUPTIITG.

Pasal I
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Lampung 48
Tahun 2019 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr.H. Abdul Moleoek Provinsi Lampung (Berita
Daerah Tahun 2019 Nomor 48 (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Gubernur lampung Nomor 25
Tahun 2O2l lBeita Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2020
Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I angka 7, angka 8,angka 9 diubah dan
angka 18 ditambah 2 (satu) angka yaitu 18A dam 188
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimal<sud dengan:
1. Daerah adalah ProvinsiLampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur t^ampung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Dinas Kesehatan pro,rinsi Lampung.
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Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi l,ampung, yang
selanjutnya disebut RSUDAM adalah Badan Layanan Umum Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja1an, dan gawat darurat di Provinsi
la.mpung.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsif efisiensi dan produktifitas.

Direksi adalah Direktur, Wakil Dircldur Keperawatan, Pelayanan dan
Penunjang Medik, Wakil Direktur Pedidikan, Pengembangan SDM dan Hukum,
Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Direktur adalah Direktur pada RSUDAM selaku Pemimpin BLUD.

Wakil Direktur Keperawatan, Pelayanan dan Penunjang Medik, Wakil Direktur
Pedidikan, Pengembangan SDM dan Hukum, Wakil Direktur Umum dan
Keuangan adalah Wakil Direktur pada RSUDAM.

Dokter addah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum,
dokter gigi spesialis, dan dokter gtgt yang merupakan karyawan dengan status
PNS, PTT, Honor Kontrak dan TKS.

Kelompok Tenaga Medis adalah kelompok yang terdiri dari dokter spesialis,
dokter umum, dokter ggr dan dokter gigi spesialis, Apoteker, psikologi secara
individu.
Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.

Perawat adalah seseorang y€rng telah lulus pendidikan tinggi keperawtan, baik
didialam maupun luar negeri yang diakui Pemerintah sesuai dengan ketentuart
Peraturan Perundang-undangan.
Kelompok Keperawatan adalah kelompok yang terdiri dari Perawat dan Bidan.

Kelompok Tenaga Kesehatan Lainnya yang terdiri dari Penata Anastesi, Analis
laboratorium; Radiografer, Fisioterafis, Nutrisionis, Asisten Apoteker, Rekam
Medik, Refraksionis,ATEM, Sanitarian dan Fisikawan Medis

Karyawan adalah karyawan RSUDAM yang berstatus ASN pada RSUDAM.

ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
pe{anjian kerja yang beke{a pada instansi pemerintah.

Kelompok Administrasi adalah kelompok seluruh karyawan yang merupalan
pejabat pelaksana.

Dewan Pengawas RSUDAM yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
organ RSUDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada pejabat pengelola RSUDAM dalam menjalankan pengelolaan
RSUDAM-

Kelompok Manajemen Eselon adalah kelompok yang terdiri dari Kepala Bidang
dan Kepala Bagran.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional dari hasil
penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional yang diberikan
tugas tambahan seb"gai Sub Koordinator.
Kelompok Kepala Instalasi penunjang adalah kelompok yang terdiri dari
kepala-kepala instalasi yang tidak menghasilkan jasa langsung "pet"yar"n 

ay
fvtme.
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11.

t2.
12A.

13.

14.

15.

l5A

16.

17.

18.

18A.

18E}.

19. Jasa pelayanan adarah imbalan- atas pelayanan yang diberikan oleh tenagadokter spesialis, dol:ter umum, dokter gigi, 
-keperawatan, 

tenaga administrasi,dan tenaga.penunjang l"T:y? sebagaijasa tag para pelaksaia pelayanan dirumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasi keperawatan / setara dan jasapelayanan administrasi, sebagai sumber p"-bi"y.^r, insentif.
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20. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kine{a fagi seluruh karyawan
yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, keuntungan farmasi dan atau
dari sumber penerimaan sah lainnya.

21. Insentif t angsung adalah penghargaal atau kompensasi yang berupa uang
yang diberikan kepada kar5rawan yang memberikan pelayanan langsung pada
instalasi pendapatan (revenue center).

22. Insentif Tidak l,angsung adalah penghargaan atau kompensasi uang yang
diberikan kepada karyawan yang bersumber dari jasa pelayanan yang berlaku
lagi seluruh karyawan RSUDAM dan didistribusikan dengan sistem
pemberian jasa pelayanan.

23. Pos Jasa Pelayanan adalah salah satu bagian pendistribusian dari insentif
tidak langsungrang diberikan kepada seluruh karyawan RSUDAM
berdasarkan skoring yang ditentukan dengan perhitungan indexing yang
ditetapkan dalam sistem pemberian jasa pelayanan.

24. Sistem pemberian jasa pelayanan adalah sistem yang mengatur pemberian
jasa pelayanan berbasis kinerja yang diberlakukandilingkungan RSUDAM.

25. Tim Jasa Pelayanan adalah Tim yang bertugas membantu Direktur dalam
melaksanakan pemberian jasa pelayanan berdasarkan sistem pemberian jasa
pelayanan di RSUDAM.

26. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Pegawai/Tenaga Harian Lepas (P/[HL).

27. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan
tenaga medis dan bagran dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum
dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter
umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter grgl
spesialis, dokter tamu.

28. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok
yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara
kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum
dalam komponen tarif rumah sakit.

29. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari
pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir dan ambulan,
pelaksana kamar jenazah.

30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD
termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.

31 . Penerimaan adalah seluruh taghan BLUD yang berbentuk kas dan menambah
ekuitas dana lancar dalam satu periode anggaran.

32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dal tegrhan BLUD
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran.

33. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

34. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan
dan atau rehabilitasi medis.

35. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagrrosis, pengobatan, rehabilita.si medis dan pelayanan kesehatan lainnya
tanpa dirawat inap.

36. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilita.si medis, dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya dengal menempati tempat tidur.
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37. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau
kecacatan.

38. Pelayanan Ambulan (ambularrce seruicel adalah pelayanan transportasi
terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau
pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal / tempat kejadian pasien ke
rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari
RSUDAM ke rumah sakit lain atau sebaliknya.

39. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan
atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa
pembiusan.

40. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa
pembedahan untuk membantu penegakkan diagosis dan terapi.

41. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang
berkaitan dengan kepentingan hukum.

42. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan
diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi
anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik,
endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

43. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk
penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan
pelayanan lainnya terhadap jenazah.

44. Unit Tranfusi Darah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian
darah.

45. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa
atas pelayanan kesehatan di RSUDAM, terdiri dari jasa sarana dan jasa
pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran
kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau
pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

46. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUDAM atas pemakaian
sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis
habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi
serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.

47. Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan Rumah Sakit yang sah yang
bersumber dari pendapatan diluar jasa pelayanan.

48. Indeing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score
individu karyawan sesuai dengan beban kerja.

2. Kotentuas Psrd 3 dtubsh rehtaga Pard 3 bortuny' *ebagat berttut:

Pasal 3

(1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk
remunerasi kar5rawan rumah sakit yang dianggarkan melalui €rnggaran
rumah sakit/ Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Setiap ASN RSUDAM Provinsi Lampung berhak mendapat remunerasi.
Setiap karyawan yang memangku jabatan pada pusat pendapatan ataureuenue center berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas
dilen gkapi dengan indikator, target/ standar.

(2)

(3)



(4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau reuenue center,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
a. Instalasi Rawat Inap Bedah, Mata dan THT-KL;
b. Instalasi Rawat Inap Anak dan Kebidanan;
c. Insta-lasi Rawat Inap Penyakit Dalam, Paru dan Neurologi;
d. Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu
e. Instalasi Rawat Inap Perinatologi
f. Instalasi Rawat Inap Sudhanirmala dan Putri Betik hati
g. Instalasi Onkologi Terpadu;
h. Instalasi Anestesi dan Insentive terpadu;
i. Instalasi Penyakit Infeksi Emerging & ICU PIE;
j. Instalasi Mahan Munyai;
k. Instalasi Gawat Darurat;
l. Instalasi Bedah Sentral;
m. Instalasi Rawat Jalan
n. Instalasi Medical Check Up
o. InstalasiUro-Nefroloogi
p. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
q. Instalasi Patologi Anatomi;
r. InstalasiRadiologi;
s. Instalasi Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS)
t. Instalasi Rehabilitasi Medik;
u. Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah;
v. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah
w. Instalasi Farmasi.
x. Instalasi Gizi
y. Instalasi Diklat.
z. Unit Parkir; dan
aa. Usaha-usaha lain.

(5) Setiap karyawan yang memangku jabatan struktural atau pada cost center
atau pada pusat biaya, berkewajiban menyusun sistem akuntabilitas yang
dilengkapi indikator target dan standar.

(5A) Yang tergolong kepada kelompok pusat biaya atau cost center, sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) antara lain:
a. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
b. Instalasi Loundry;
c. InstalasiKesehatanLingkungan;
d. Instalasi Pelayanan Jaminan;
e. Instalasi Rekam Medik;
f. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
g. Instalasi EDP-TI;
h. Instalasi Promosi Kesehatan;
i. Instalasi CSSD
j. Instalasi Gas Medik

(6) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur
c. Kepala Bidang
d. Kepala Bagian
e. Sub Koordinator
f. Jabatan Fungsional
g. Jabatan Pelaksana

-7-
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3. Pasal 11 diubah sehlngga Pasal 11 sehlngga berbunyi sebagal berlkut:

Pasal 1 I

(1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif RSUDAM berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:
a. Instalasi Rawat Jalan:

Proporsi jasa pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di
rawat j alan:

1. proporsi jasa medis pada rawat jalan adatah 607o (enam puluh
persen) dari total jasa pelayanan;

2. proporsi jasa pelayanan keperawatan/nakes lainnya 30% (tiga
puluh persen);

3. proporsi jasa pelayanan administrasi 107o (sepuluh persen);

4. proporsi tindakan medis pada rawat jalan; jasa medis 607o (enam
puluh persen), jasa keperawatan / nakes lainnya 30%o (tiga puluh
persen), jasa pelayanan administrasi 107o (sepuluh persen) ;

5. tindakan keperawatan 607o (enam puluh persen) jasa DPJP, 30%
(tiga puluh persen) jasa keperawatan/nakes lainnya dan lOTo
(sepuluh persen) jasa administrasi.

a. 1. Instalasi Mahan Munyai (Rawat Jalan dan Rawat Inap)

I. proporsi jasa medis adalah 90olo (sembilan puluh persen) dari total
jasa pelayanan medis dengan pendistribusian bg name pemberi
layanan;

2. proporsi jasa pelayanan administrasi adalah lOTo (sepuluh persen)
dari total jasa pelayanan medis dengan pendistribusian bg granp
yang memberikan indeks kekhususan kepada tenaga administrasi
di Instalasi Mahan Munyai;

3. proporsi jasa pelayanan Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain
adalah 1007o (seratus persen) dari total jasa pelayanan Perawat
dan tenaga kesehatan lain yang tercantum dalam tarif pelayanan
dengan pendistribusian bg group yang memberikan indeks
kekhususan kepada Perawat dan Tenaga Kesehatan La.in di
Instalasi Mahan Munyai.

4. Indeks kekhususan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (2)
dan (3) dituangkan dalam ketentuan Direktur.

b. Instalasi Rawat Inap:

1. proporsi jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah 600lo
(enam puluh persen) dari total jasa pelayanan, 30o/o (tiga puluh
persen) adalah jasa pelayanan keperawatan/nakes lain, dan jasa
pelayanan administrasi 1 07o (sepuluh persen) ;

2. tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif, maka jasa
medis 607o (enam puluh persen), jasa keperawatan/ nakes lainnya
30% (tiga puluh persen) dan 1O% (sepuluh persen) jasa pelayanan
administrasi;

3. tindakan keperawatan 6oolo (enam puluh persen) jasa DpJp, 30%
(tiga puluh persen) jasa keperawatan / nakes lain din I Oolo (sepuluh
persen) jasa administrasi.
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c. Instalasi Gawat Darurat:
1 proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan medis adalah

6O7o (enam puluh persen) dari jasa pelayanan yang tercantum dalam
tarif, 30% (tiga puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan dan
tenaga kesehatan lainnya dan 1O7o (sepuluh persen) jasa pelayanan
administrasi;

2. tindakan Medis Non Operatif yang dike{akan oleh perawat, maka
proporsi jasa tindakan tersebut 607o (enam puluh persen) jasa medik,
30% (tiga puluh persen) jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lain,
dan lOTo (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.

d. Instalasi Penunjang:
f . instalasi radiologi : Proporsi jasa medis 607o (enam puluh persen) dari

jasa pelayanan dan proporsi radiografer sebesar 3O7o (tiga puluh persen)
dan pelayanan adminstrasi 1O%o (sepuluh persen);

2. instalasi laboratorium patologi klinik: Proporsi jasa medis 607" (enam
puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 30% (tiga
puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 107o (sepuluh persen);

3. instalasi laboratorium patologi anatomi: Proporsi jasa medis 607o (enam
puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 30% (tiga
puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi l07o (sepuluh persen);

4. instalasi unit tranfusi darah rumah sakit : Proporsi jasa medis 607o
(enam puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar
3O% (tiga puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 107o (sepuluh
persen);

5. instalasi rehabilitasi medik : Proporsi medis 607o (enam puluh persen)
dari jasa pelayanan dan proporsi fisioterapis sebesar 30% (tiga puluh
persen), dan jasa pelayanan adminstrasi loTdsepuluh persen);

6. instalasi gizi : Proporsi medis 6O7o (enam puluh persen) dari jasa
pelayanan dan proporsi nutrisionis sebesar 30% (tiga puluh persen), dan
jasa pelayanan adminstrasi 107o (sepuluh persen);

7 . instalasi farmasi:

a. jasa instalasi farmasi diperoleh sebesar 5% dari keseluruhan
pendapatan farmasi yang sudah dibayarkan;

b. proporsi jasa apoteker adalah 6O7o (enam puluh persen), jasa
pelayanan asisten apoteker secara kelompok 30% (tiga puluh persen),
dan jasa pelayanan administrasi lOYo (sepuluh persen);

8. instalasi forensik : Proporsi jasa medis forensik adalah 6ozo (enam puluh
persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah
sakit, jasa pelayanal perawat dan tenaga kesehatan lain 30olo (tiga puluh
persen), dan jasa pelayanan administrasi lOyo (sepuluh persen);

9. Instalasi uro-Nefrologi : proporsi jasa pelayanan medis adalah 30% (tigapuluh persen) dari jasa tindakan, 60% (enam puluh persen) jasa
pelayanan kelompok perawat dart roo/o (sepuruh persen) iasa perayanan
administrasi;

10 pelayanan ambulance : ditetapkan jasa pelayanan sesuai peraturan
Gubernur Tarif Ambulance. proporsi jasa petayanan perawat 5O% (limapyluh persen), jasa sopir _4oz' lemiat iutui persin) dan jasa' stafadministrasi Ambulance lO% (sepuluh persen);

Pelayanan Mobil jenazah-: Ditetepkan jasa pelayanan 
.sesuai denganperaturan Gubernur tarif mobil jenazai proiorsr Jasa Jasa sopir gOyo(delapan puluh persen) ysual v.rg u..trg..ir".;""" administrasi 207o(dua puluh persen) staf instalasi 

"l"tri"ri". ii" mobil jenazah.

10A
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11. Instalasi Onkologi Terpadu : Proporsi jasa pelayanan medis sebesar
607o (enam puluh persen), jasa pelayanan perawat dan tenaga
kesehatan lainnya 30% (tiga puluh persen) dan jasa administrasi l07o
(sepuluh persen).

e. Instalasi Bedah Sentral:
Proporsi jasa dokter operator, anastesi, dan jasa administrasi di instalasi
bedah sentral adalah proporsi jasa medis operator 607o (enam puluh
persen) dari total jasa, jasa dokter anastesi 28o/o (dua puluh delapan persen
dari operator), jasa pelayanan perawat dan tenaga kesehatan lainnya 307o
(tiga puluh persen) dan jasa administrasi 1 0%" (sepuluh persen).

f. Dokter spesialis pendamping operasi mendapat jasa yang besarannya 207o
(dua puluh persen) dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan
bedah, jasa dokter spesialis 600lo (enam puluh persen), jasa Peraw at 3Oo/o

(dua puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 107o (sepuluh persen);

g. Dokter Spesialis yang memberikan bimbingan dan menguji mahasiswa
peserta kepaniteraan berhak mendapatkan jasa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku 807o (delapan puluh persen) untuk pendidik, 207o (dua puluh
persen) dimasukkan ke pos insentif tidak langsung yang didistribusikan
keseluruh pegawai berdasarkan grup dan indeks masing-masing;

h. Clinical Instructure mendapatkan jasa pelayanan langsung dari Institusi
pendidikan yang bekerjasama dengan RSUDAM dengan Ketentuan yang
berlaku 8O7o (delapan puluh persen) untuk pendidik, 20%o (dua puluh
persen) dimasukkan ke pos insentif tidak langsung yang didistribusikan
keseluruh pegawai berdasarkan grup dan indeks masing-masing.

(2). Jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan
asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA CBG's, sesuai dengan
perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan kasus per
kasus (case bg casel kedalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan
besaran jasa mengikuti ketentuan konversi dari total klaim paket diagnostic INA
CBG's yang diterima setelah dikurangi kewajiban terhadap pihak ketiga.

(3). Konversi kasus per kasus (case bg casel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan menggunakan software remunerasi JKN yang disusun berdasarkan
ketetapan dalam sistem remunerasi ini.

(4). Jasa yang bersumber dari pasien umum dan jaminan lain non JKN tidak
dilakukan konversi dan seluruhnya didistribusikan menjadi insentif langsung.

(5). Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibuat
berdasarkan konversi kasus per kasus (case bg ca.sel sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jika 56% (lima puluh enam persen) dari total klaim kasus tersebut nilainya
lebih dari atau sama dengan 7o%o Jasa. sarana pergub rarif, maka proporsi
jasa pelayanan yang dibagikan adalah 560lo Jasa Sarana ; 2o/o Jasa
Pengelolaan JKN : 42o/o Jasa pelayanan;

b Jika 56% (lima puluh enam persen) dari total klaim kasus tersebut nilainya
tidak mencapat Tovo Jasa sarana pergub rarif, maka proporsi jasa
pelayanan yang dibagikan adalah 60yo Jasa sarana : 2%o Jasa, pengeroiaan
JKN : 387o Jasa pelayanan;

c. Jika Nilai totat klaim tidak mencapai 7oo/o ja,o. sarana pergub tarif, makaproporsi jasa pel-avanan yang dibagikan ada-lah g37o Jasa sirana : 2oh JasaPengelolaan JKN : 15yo Jasa pelayinan.
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4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbun5rl sebagal berlkut:

Pasal 12

(1) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi yang
diatur dalam sistem remunerasi.

(21 Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
(3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik kelompok

medis, kelompok keperawatan/nakes lainnya dan kelompokadministrasi
sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini.

(4) Distribusi insentif langsung untuk kelompok administrasi sebesar 107o
dibagikan berdasarkan indek masing-masing individu dalam kelompok
dengan persentase sebagai berikut:

a. Kelompok direksi sebesar 15% (lima belas persen);
b. Kelompok manajemen sebesar l4o/o (empat belas persen) dengan proporsi

407o (empat puluh persen) eselon III dan 607o (enam puluh persen)
Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Kelompok Kepala Instalasi Penunjang sebesar 6%o (enam persen);
d. Kelompok administrasi, ketua komite medik, ketua komite keperawatan

dan ketua Komite nakes lain sebesar 657" (enam puluh lima persen).
(5) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 657o

(enam puluh lima persen) dari proporsi jasa yang diterima.

(5a) Insentif langsung sebagaimana dimaksud ayat 5 dengan proporsi 607o medis
bg name;307" nakes secara kelompok; 10% administrasi secara kelompok.

(5b) Jika pelayanan pasien terdapat pelayanan penunjang maka pembagian
insentif langsung 6O7o medis by name sebagai berikut :

a. Untuk Laboratorium Patologi Klinik dan/atau Unit Tranfusi Darah; maka
dengan proporsi 95% DPJP : 57o Medis Penunjang Lab PK dan/atau UTD-
RS.

b. Untuk Radiologi maka dengan proporsi 95% DPJP : 5%o Medis Penunjang
Radiologi.

c. Untuk laboratorium Patologi Iflinik dan/atau Unit Tranfusi Dara]r dan
Radiologi maka dengan proporsi 90% DPJP : 57o Medis penunjang
l,aboratorium PK dan/atau UTD-RS : 57o Medis Penunjang Radiologi.

(6) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari proporsi jasa yang diterima.

(71 Proporsi insentif tidak langsung didistribusikan ke kelompok Direksi,
kelompok man4iemen, kelompok kepala instalasi penunjang dan
administrasi, kelompok medis, dan kelompok tenaga kesehatan lainnnya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya diatur sebagai berikut:
a. 87o (delapan persen) akan dibagikan kepada kelompok medis (Dokter

Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker
Yang Memberikan pelayanan Xefarmasiaan, dan psikolog f,iflnls);b. 2,45o/o(dua koma emp-at py-tllr tima persen) dibagitan te"p"aa telo_pok
Direksi (Direktur dan Wakil Direktur);c. 2,68o/ddua koma enam puluh delapan persen)dibagikan kepada
kelompok manajemen 9:"g", proporsi +sZ limpat'pufut mna p.i"""teselon III dan 55yo (lima puluh lima persen) ielompok .l'ataianFungsional.

d' 1S%o.(lima belas persen) dibagikan kepada kerompok perawat dan tenaSakesehatan lainnya;
1. tenega kesehatan sebesar 13% (tiga belas persen);
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2. tambahan manager 2%o {dua persen) dengan distribusi ketua
komite keperawatan, Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dan kepala
ruangan 657o (enam puluh lima persen) dan koordinator 35% (tiga
puluh lima persen).

e. 0,57o (not koma lima persen) dibagikan kepada kelompok kepala
instalasi penunjang.

e.|.6,37o/o(enam koma tiga puluh tujuh persen) dibagikan kepada kelompok
tenaga administrasi.

(8). Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan
indexing masing-masing individu dalam kelompok.

5. Ketentuan Paral 13 diubah sehlngga Pasal 13 berbunyl 3ebagal berlkut:
Patal 13

(l) Distribusi insentif direktur 2 (dua) kali dari wakil direktur.

(21 Insentif Kepala Bidang, Kepala Bagian adalah 45o/o dari total insentif
manajemen.

(3) Distribusi insentif Kepala Bidang dan Kepala Bagran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan menggunakan index.

(4) Insentif Kepala bidang atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan perhitungan score individu (index) dibagi total score (irdexl Kepala
Bidang dan kepala Bagran dikali 45olo dari total insentif manajemen.

(5) Insentif Kelompok Jabatan Fungsional adalah 55% dari Insentif manajemen.

(6) Distribusi insentif Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan menggunakan index.

(71 Insentif Kelompok Jabatan Fungsional adalah score uedividu dibagi total score
Kepala Kelompok Jabatan Fungsional dikali 55o/o Insentif Manajemen.

(8) Insentif Kepala instalasi penunjang adalah 0,5% dari Insentif tidak langsung.

(9) Distribusi Insentif instalasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

adalah score indiuidu (ind.ex) dibagl total score /inder) seluruh kepala instalasi
penunjang dikali O,5% dari total insentif tidak langsung.

6. KGtentuen pard 17 bunrf e dlubah rehtngge porsl 17 befiunyt rebagai berllut :

Pasal 17
(l) Indexing berdasarkan:

a. Baslc Tnilet (index dasar) untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi
seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang
bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,- gaji pokok sama
dengan I (satu) nilai index, karyawan kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya
disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikannya.

b. Kuallflkarl lccrpo.ctty tndexl untuk memberikan penghargaan nilai
kualifikasi (capacity) berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan
yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PEIIIDIDIXAIII II{DEX

SD I

SMP ,2

SMA/SMU

DI 4
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5

sl/D4 6

DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI/ APOTEKER/NERS 7

S2 8

DOKTER SPESIALIS, PERAWAT SPESIALIS 9

53, KONSULTAN 10

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi
kerja karyawan dan atau tidak sesuai dengan SK Kepegawaian, tidak
diakui dalam sistem ini.

c. Rlrk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat
pekeqiaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu:
1. Resiko grade I dengan nilai index I adalah kemungkinan terjadi resiko

keda yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja
sesuai protap dan proker (SOP); yaitu karyawan yang bekerja di
perkantoran.

2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko
kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan
bekerja sesuai protap dan proker (SOP) terdiri dari rawat jalan, gizi,
IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, ambulan, dan farmasi.

3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko
keq'a yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang
bersangkutan beke{a sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari rawat
inap, laboratorium& UTDRS shift, radiologi shift, farmasi shift dan VK.

4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja
yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang
bersangkutan beke{a sesuai protap; Ruang Isolasi, IGD, HCU, Poli
Paru, Laundry, Forensik, Ipal, dan CSSD.

5. Resiko grade V dengan nilai index 12 adalah radiologi, Cathlab,
Onkologi Radiasi, Kemoterapi, OK (Bedah Sentral), ICU/ICCU/PICU,
I{ICUdan Hemodialisa.

6. Masing-masing bagian mempunyai pengelompokkan/daftar dari jenis
pekerjaan sesuai dengan grade.

6A. Setiap kar5zawan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu unit
kerja maka yang diambil adalah nilai Risk unit kerja tertinggi

d. Emergency lndex adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja
pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakin tugas
tanpa mengenal batas waktu tingkatan emergensi sangat tergantung
kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh l"g.*"I yang
bersangkutan.

t EmeTt e Index
1 ngkat Emergency Rendah

o Administrasi perkantoran
Ti

1

2
. Administrasi

perkantoran)

c Gizi, Laundry
r Farmasi
o Rawat Jalan

Tingkat Emergency Sedang
keuangan (di luar

2

D3

No



. CSSD

. Radiologl non Shift
o Laboratorium non shift

3 Tingkat Emergency Ttaggl
o Rawat Inap
. Laboratorium Shift &UTDRS Shift
. Radiologi shift
o Farmasi shift
. Forensik

4

4 Tingkat Emergency Sangat Tlnggl
o ICU, ICCU, NICU, PICU,
. Hemodialisa
o Kemoterapi
. Onkologi Radiasi

6

5 Tingkat Emergency Khusus
. Bedah Sentral
. Cathlab
. IGD

12

Setiap karyawan yang mempunyai wilayah ke{a lebih dari satu unit
kerja maka yang diambil adalah nilai Emergency Unit kerja tertinggi.

a

e Porltlon lndex adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang
karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan
sebagai berikut:

f. Performance lndex -adalah untuk mengukur hasil/capaian kerja darikaryawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja lsistemmanajemen kinerja/ pMS) , untuk petugas rnstalasr rawat tnap sesuai
dengan tlngtat hunran perburan, untuk petugas ingtalasr bedai sentralsesuai dengan Jumlah tlndakan kamar-bedah perbulan, dai petugasinstalari rawat Jalan seruar dengan trngkat Lunlungan pasren i"rrg"r,rlnclan sebagal berlkut :

1. Instalasi rawat inap
- Tingkat hunian kurang dari 4o%o maka nilai rating performance 1;- Tingkat hunian 4Oy" -ZOyo maka nilai rating perfoil"";; ,; 

'
- Tingkat hunian lebih dari r oo/o maka nilar riiing p".ro.-a.,t. +.

No Kelom ok Jabatan Index
1 Jabatan Pelaksana 1

2 Koordinator, Pen n awab 2
3 Ketua Sub. Komite.Ke ala Ruan 3
4 Sub Koordinator,

Kepala Instalasi,
Manajer Pelayanan,
Kepala KSM, Case 4

5 Bidan dan KKe B n 5
6 Ketua Komite Medik, Ketua Komite

Keperawatan, Ketua Komite Tenaga
Kesehatan Lain, Ketua Komite Mutu,
Ketua SPI dan Ketua Komite Koordinasi
Pendidikan

6

7 Wakil Direktur 7
B Dlrektur 8

-14-
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2. Instalasi rawat jalan
- Tingkat kunjungan kurang dari rata-rata kurang dari l0 Pasien/hari

kerja maka nilai rating performance 1;
- Tingkat kunjungan rata-rata 10 - 20 Pasien/hari kerja maka nilai

rating performance 2;
- Tingkat kunjungan rata-rata lebih dari 20 Pasien/hari keqja maka nilai

rating perform ance 4.
3. Instalasi bedah sentral

- Jumlah tindakan kurang dari 462 tindakan/bulan maka nilai rating
performance 1;

- Jumlah tindakan antara 462 s.d 620 tindakan/bulan maka nilai rating
performance 2;

- Jumlah tindakan lebih dari 620 tindakan/ bulan maka nilai rating
performance 4.

g. I{tlai lndex klnerJa adalah dua kall Posltion lndex.
Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian
target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;

Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Ratlng yaitu
1. Basic Index = Rate 3
2. Kualifikasi index = Rate 3
3. Risk Index = Rate 3
4. Emergency Index = Rate 3
5. Position Index = Rate 3
6. Performance index = Rate 1 /2 / 4

Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap
rating atau bobot (rating);

Total Skor indlvldu adalah penjumlahan dari Score Basic,
Kualifikasi/ Capacitg, Risk, Emergencg, Position dan Performance inder,

k. Total Score indivldu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score
RS.

J

No Objek Index Rating Skor

1 Ba.slc hrdq.
- Setiap gaii pokok PNS Rp. 500.000

bernilai 1 index
- Tenaga Non PNS disesuaikan

d diterima

3

I
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2 ff'ualtfika.sl/ Upacft! Irtdctc

a. SD

b. SMP

c. SMA/SMU

d. Dl

e. D3

f. s1/D4

g. Dokter Umum/ Dokter GiCr/
Apoteker/NERS

Spesialis Dokter/Dokter Gigi/
Perawat/ Apoteker

I

h. s2

j. 33/Konsultan

I

2

3

4

5

6

7

8

10

9

3

3 Rlsk Index

a. Grade I

b. Grade II

c. Grade III

d. Grade IV

e. Grade V

1

2

4

6

t2

3

4 Ewtergenrg Index

a. Grade I

b. Grade II

c. Grade III

d. Grade IV

e. Grade V

1

2

4

6

12

)
.J

J Posttlorn Index

a. Pejabat Pelaksana.

b. Koordinator, Penanggungiawab

c. Kepala Ruangan, Ketua Sub Komite

d. !ub- Koordinator, Kepa.Ia Kelompok
Staf Medik (KSM), Ka tnsratasi, l1itp,
Case Manag*

e. Kabag dan Kabid

I

5

2

3

4

3
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f. Ketua Komite Medik, Ketua Komite
Keperewatan, Ketua Komite Tenaga
Kese hatan Lainnya, Ketua Komite
Mutu, Ketua SPI dan Ketua Komitc
Koordmasi Pe ndidi.ka n.

g. Wqkil Direktur

h. Direktur.

PerJortnance Index

Pejabat berdasarkan capaian
indikator, Standar dan target delam
SAP,

Tensga teknis berdasarkan pe nilaian
kinerja sesuai Sistem Manajemen
Kinerja.

TOTAL AKOR IilDIVIDU

7

I

'2x
l'osition
lndcx

ARITAI D IUI{AIDI

6

6

P$ol II
Peraturan Gubemur ini berlaku seiak tanggal diundang .an.

Agar setiap oraig mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daer rh provinsi Lampung.

Ditetapkan h'l'elukbetung
padatanggr1%: - {-
GI'BER,ITUI| LAMPIIFG,

2022

Diu ndangkan di Telukbetung
pada tarrggal fi - {- ZOZZ

s Ll\uPt ![c,

DARIiTIITTO

I

')

4

BERrra DAERATT pRovrilsr LAuprnrc rArrur zozz r;ouon .f2.
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